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Laporan magang ini berjudul ”PELAKSANAAN PENGELOLAAN SURAT 

MASUK DAN SURAT KELUAR SISTEM SRIKANDI DI DINAS 
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digital. 
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Beberapa kendala yang ditemui selama melaksanakan kegiatan magang 
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tugas yang kurang jelas pada SDM perusahaan, Maka dari itu perlu adanya 

penyusunan SOP pada surat masuk dan surat keluar pada sistem Srikandi di Kantor 

Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo dan pembagian job description pada setiap 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Nyata 

Administrasi perkantoran merupakan aspek penting dalam menunjang 

efektivitas dan efisiensi suatu instansi pemerintahan, termasuk dalam hal 

pengelolaan surat. Surat masuk dan surat keluar memiliki peran penting dalam 

menjaga komunikasi serta dokumentasi dalam suatu instansi. Dalam rangka 

mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi tata kelola 

administrasi, pemerintah telah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 

Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai platform resmi pengelolaan surat menyurat 

secara elektronik. 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukiman (PUPRPKP) Kota Probolinggo merupakan salah satu instansi yang 

telah mengimplementasikan sistem ini dalam kegiatan administrasi persuratannya. 

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam terkait prosedur pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar dalam sistem SRIKANDI, baik dari aspek teknis 

maupun administratif. 

Alasan kami memilih judul ”PELAKSANAAN PENGELOLAAN 

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR SISTEM SRIKANDI DI 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, 

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN (PUPRPKP) KOTA 

PROBOLINGGO” karena topik ini relevan dengan perkembangan digitalisasi 

dalam administrasi pemerintahan. Sistem Srikandi merupakan kebijakan nasional 

yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan surat. Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo telah menjadi salah satu 

instansi yang menerapkannya, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikannya. Penulis 

mengharapkan dengan adanya judul ini yang kami gunakan dapat memberikan 

gambaran nyata serta kontribusi dalam peningkatan tata kelola administrasi 

berbasis digital.
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1.2 Fokus PKN 

PKN ini dilaksanakan pada Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 69, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota 

Probolinggo mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 25 April 2025 selama 272 

jam dalm 6 SKS. Fokus kegiatan PKN adalah pada bidang Kesekretariatan, 

khususnya departemen tata usaha terkait manajemen arsip dan perkantoran.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan PKN pada objek magang, yakni sebagai berikut: 

a. Mengetahui dan memahami pelaksanaan surat menyurat dalam sistem Srikandi 

pada Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

b. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai penggunaan 

sistem Srikandi pada Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

c. Mengidentifikasi permasalahan dan solusi mengenai administrasi dalam 

menggunakan sistem Srikandi Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Administrasi Perkantoran 

Administrasi Perkantoran merupakan bagian dari aktivitas manajerial yang 

mendukung pencapaian tujuan instansi secara efisien dan efektif. Kegiatan 

administrasi perkantoran meliputi pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan, 

layanan komunikasi, serta manajemen dokumen, baik secara manual maupun 

digital. 

Menurut Sudaryono (2020), administrasi perkantoran modern telah 

bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi, sehingga peran 

tenaga administrasi tidak hanya terbatas pada kegiatan teknis, tetapi juga strategis 

dalam pengambilan keputusan berbasis data. 

2.1.1 Pengertian Administrasi Perkantoran 

Administrasi perkantoran adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 

penyusunan, pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang dibutuhkan 

dalam kegiatan operasional di dalam instansi. 

Menurut Arifin (2021), administrasi perkantoran merupakan proses 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan kantor guna 

mencapai efisiensi kerja.  

2.1.2 Pengelolaan Surat dalam Instansi 

Surat merupakan salah satu media komunikasi tertulis resmi yang 

digunakan dalam menyampaikan informasi, instruksi, maupun keputusan dalam 

suatu instansi. Dalam konteks administrsi, pengelolaan surat meliputi proses 

penerimaan, pencatatan, pendistribusian, tindak lanjut, dan pengarsipan surat, baik 

surat masuk maupun surat keluar. 

Menurut Pratiwi dan Kurniawan (2021), pengelolaan surat yang tertata rapi 

dan sistematis sangat penting untuk menunjang efektivitas kerja instansi, karena 

menyangkut kecepatan informasi dan pengambilan keputusan. Terlebih pada 

instansi pemerintah, sistem pengelolaan surat sudah mulai bertransformasi dari 

sistem manual ke sistem elektronik berbasis digital. 
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2.1.3 Prosedur Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar merupakan bagian 

penting dari aktivitas administrasi perkantoran. Prosedur ini dirancang untuk 

memastikan bahwa setiap surat yang diterima maupun dikirim oleh intansi tercatat, 

tersimpan, dan terdistribusi secara sistematis serta efisien. 

Menurut Sari dan Wibowo (2021), surat masuk adalah surat yang diterima 

instansi dari pihak eksternal dan umumnya memuat informasi, permintaan, atau 

pemberitahuan yang memerlukan tindak lanjut. Sedangkan surat keluar adalah surat 

yang dikirimkan oleh instansi kepada pihak luar sebagai respons atau penyampaian 

informasi resmi. 

2.1.4 Sistem SRIKANDI 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan 

aplikasi umum bidang kearsipan berbasis elektronik yang dikembangkan secara 

kolaboratif oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian PAN-

RB, BSSN, dan Kementerian Kominfo. Srikandi menjadi bagian dari Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendukung 

pengelolaan arsip secara digital di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun 

daerah. 

Srikandi dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penciptaan, 

penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip secara elektronik. Aplikasi ini 

juga terintegrasi dengan sistem persuratan dan sistem pemerintahan lain sehingga 

mendukung efisiensi dan efektivitas tata kelola administrasi pemerintahan (ANRI, 

2021). 

Penerapan Sistem Srikandi memberikan sejumlah manfaat, seperti 

meminimalkan penggunaan kertas (paperless), meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan arsip, serta mempercepat proses administrasi karena 

integrasi data dapat dilakukan secara realtime antar instansi pemerintah. Selain itu, 

sistem ini juga mendukung terciptanya efisiensi waktu dan biaya dalam tata kelola 

surat menyurat, sekaligus menjaga keamanan arsip melalui pengendalian akses dan 

pelacakan histori dokumen dengan secara digital (Yuliana, 2021). 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTIK KERJA NYATA 

 

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan dan Visi Misi Perusahaan 

Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan 

Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kota Probolinggo memiliki sejarah 

panjang dalam mendukung pembangunan dan infrastruktur kota. Awalnya, 

Instansi ini berdiri pada tahun 1988, dengan kantor pertama yang berlokasi 

di Jalan Dr. Sutomo, tepat di sebelah selatan Bank Negara Indonesia (BNI). 

Namun, seiring dengan perkembangan Kota Probolinggo, 

kebutuhan akan lahan yang lebih luas untuk operasional dinas semakin 

meningkat. Pada tahun 1990, kantor PUPRPKP resmi dipindahkan ke lokasi 

baru yakni di Jl. Hayam Wuruk No. 69, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota 

Probolinggo sebagai bagian dari strategi pengembangan kota dan perluasan 

wilayah administratif. Keputusan pemindahan ini dilakukan untuk 

menyesuaikan dengan dinamika pertumbuhan kota, yang pada awalnya 

hanya memiliki satu kecamatan, yaitu kecamatan Mayangan, dengan 

wilayah kehutanan yang mencakup area Sukabumi. 

Pada masa awalnya, kantor Dinas PU masih tergabung dengan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, karena keterbatasan 

ruang dan meningkatnya kebutuhan operasional, akhirnya Dinas PU 

diberikan area yang lebih luas agar dapat menjalankan fungsinya dengan 

lebih optimal. Seiring berjalannya waktu, Kota Probolinggo mengalami 

perubahan besar dalam struktur administrasinya, yakni dapat berkembang 

dari 1 kecamatan menjadi 5 kecamatan dengan total kurang lebih 50 

kelurahan. 

Proses perubahan ini tidak hanya berpengaruh terhadap tata kelola 

pemerintahan, tetapi juga berdampak pada pengelolaan infrastruktur dan 

pengembangan kawasan permukiman. Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

terus berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 
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baik dalam bidang jalan, perumahan, tata ruang, hingga pengelolaan 

kawasan permukiman. 

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, Dinas PUPRPKP 

Kota Probolinggo semakin berkomitmen dalam menyediakan layanan yang 

lebih baik bagi masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta 

memastikan bahwa infrastruktur kota Probolinggo dapat terus berkembang 

sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Visi Misi Perusahaan 

Visi 

Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, 

Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, Dan Berkelanjutan. 

Misi 

1. Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur 

2. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana 

3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

3.2 Struktur Organisasi dan Gambaran Tugas 

Adapun struktur organisasi pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kota Probolinggo 

menurut peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota 

Probolinggo yakni, sebagai berikut: 

 



 

7 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

 

Struktur Organisasi dan Gambaran Tugas 

Pembagian Tugas Subkkordinator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota probolinggo. 

1. Kepala Dinas 

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, 

serta pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan infrastruktur, 

permukiman, dan tata ruang daerah. 

2. Sekretariat 

Membantu Kepala Dinas dalam urusan administrasi umum dan keuangan 

a. Subbagian Tata Usaha: Mengelola surat-menyurat, arsip, dan layanan 

perkantoran. 

b. Subbagian Keuangan: Bertugas menyusun anggaran, laporan 

keuangan, serta pelaksanaan administrasi keuangan dinas. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional: Tenaga ahli yang menjalankan tugas 

teknis sesuai keahliannya, mendukung program dinas. 

3. Bidang Tata Ruang dan Pertahanan 

Melaksanakan kebijakan dan pengawasan terkait penataan ruang dan 

urusan pertahanan. 

a. Seksi Pertahanan: Mengurus legalitas, pendataan, dan penyelesaian 

sengketa tanah. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional: Membantu tugas teknis bidang 

pertahanan dan tata ruang. 

4. Bidang Cipta Karya 

Menangani perencanaan dan pengawasan pembangunan bangunan gedung 

serta infrastruktur dasar permukiman. 

5. Bidang Bina Marga  

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di 

wilayah kabupaten/kota Probolinggo. 

6. Bidang Sumber Daya Air 
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Bertanggung jawab atas pengelolaan irigasi, pengendalian banjir, dan 

konservasi sumber daya air. 

7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Mengembangkan program perumahan, rumah layak huni, dan penataan 

Kawasan permukiman. 

8. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) 

Merupakan unit teknis operasional yang melaksanakan tugas lapangan 

secara langsung sesuai kewenangannya.  
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kegiatan Utama Selama Magang 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sejak 24 

Februari 2025 sampai 25 April 2025 di Kantor Dinas PUPRPKP Kota 

Probolinggo. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan sebagai syarat kelulusan 

mahasiswa Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 

Praktik Kerja Nyata di Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo di bagian 

Kesekretariatan ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan, melainkan sebagai 

media pembelajaran untuk mengetahui secara langsung bagaimana  

aktivitas dan suasana di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selama 

pelaksanaan Praktik Kerja Nyata penulis dibimbig langsung oleh Ibu Shinta 

sebagai staff bidang kesekretariatan pada bagian kearsipan di Kantor Dinas 

PUPRPKP Kota Probolinggo  serta seluruh pegawai guna mendapatkan 

ilmu, informasi, serta data untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 

4.1.1 Pelaksanaan Surat Menyurat dalam Sistem SRIKANDI 

Pelaksanaan surat menyurat pada Kantor Dinas PUPRPKP Kota 

Probolinggo telah mengalami perubahan signifikan sejak di terapkannya 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Sistem ini 

menggantikan sebagian besar proses manual menjadi berbasis digital, 

sehingga kegiatan administrasi menjadi lebih efektif dan terdokumentasi 

dengan baik.  

Secara umum, prosedur pengelolaan surat masuk melalui sistem Srikandi 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penerimaan Surat Masuk 

Surat masuk yang diterima dapat berasal dari instansi eksternal maupun 

internal. Surat yang masuk akan diunggah oleh petugas registrasi atau 

admin surat ke dalam sistem Srikandi dalam bentuk digital (file pdf) 

dengan disertai seperti tanggal, nomor surat, dan pengirim. 
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2. Pencatatan dan Registrasi 

Setelah diunggah, surat dicatat secara otomatis dalam buku agenda 

digital sistem Srikandi. Yang dimana proses ini memudahkan untuk 

pelacakan dan mencegah kehilangan dokumen. 

3. Disposisi oleh Pimpinan (Kepala Divisi) 

Surat yang telah tercatat kemudian diteruskan secara digital kepada 

pimpinan untuk diberikan disposisi. Disposisi dilakukan langsung dalam 

system, tanpa harus mencetak fisik surat. 

4. Distribusi kepada Unit Terkait 

Setelah didisposisikan, surat dikirimkan kepada unit kerja atau pejabat 

yang ditugaskan. Setiap pengguna yang dituju akan menerima notifikasi 

melalui system. 

5. Tindak Lanjut dan Kearsipan 

6. Unit penerima surat melakukan tindak lanjut sesuai isi surat. Setelah 

proses selesai, surat akan diarsipkan secara digital dalam sistem untuk 

keperluan dokumentasi dan audit. 

Setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki sistem tata kelola 

administrasi yang tertib, efisien, dan akuntabel. Salah satu bagian penting dari 

administrasi tersebut pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun surat 

keluar. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai alur dan pelaksanaan 

pengelolaan surat masuk melalui sistem SRIKANDI di Kantor Dinas PUPRPKP 

Kota Probolinggo.  

 

Gambar 4.1 Pengelolaan Surat Masuk dalam SRIKANDI 

Sumber: Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 
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Selain itu, tidak hanya terbatas pada pengelolaan surat masuk, sistem 

SRIKANDI juga berperan penting dalam penanganan surat keluar,. Selanjutnya, 

penulis akan menguraikan tahapan pengelolaan surat keluar yang berlaku di dalam 

isntansi Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

Pengelolaan surat keluar di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) telah bertransformasi dari 

sistem manual ke sistem digital melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi 

Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau yang dikenal dengan SRIKANDI. Aplikasi ini 

merupakan hasil kerja sama antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPAN-RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), serta 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Implementasi SRIKANDI bertujuan untuk 

mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 

mengedepankan efisiensi, akuntabilits, dan transparansi dalam penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan. 

Dalam pratiknya, proses pengelolaan surat keluar melalui sistem 

SRIKANDI dimulai dari: 

1. Pembuatan konsep surat oleh pejabat pengirim atau staff sekretariat. 

Pembuatan konsep surat merupakan tahap awal dalam penyusunan surat 

resmi. Biasanya, pejabat pengirim atau staff sekretariatan menyusun 

rancangan isi surat yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya.  

2. Setelah surat dirancang, konsep tersebut diunggah ke dalam aplikasi 

SRIKANDI untuk dilakukan proses paraf secara digital oleh pejabat 

terkait dengan memberikan persetujuan melalui paraf digital, 

3. Surat kemudian dapat ditandatangani secara elektronik oleh pejabat 

penandatanganan, dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang 

tersertifikasi.  

4. Setelah ditandatangani, surat keluar dikirimkan secara elektronik 

kepada pihak tujuan, baik internal maupun eksternal, dan secara 

otomatis terdokumentasi serta terarsipkan dalam sistem. 
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5. Selanjutnya surat dapat diterima dan diproses dengan cepat oleh pihak 

yang dituju. Sehinga mendukung pengambilan keputusan yang tepat 

waktu. Efektivitas ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan publik 

 

 

Gambar 4.2 Pengelolaan Surat Keluar melalui Sistem SRIKANDI 

Sumber: Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

 

Adapun alur proses pengelolaan surat keluar melalui sistem SRIKANDI  

Pada Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Alur Proses Pengelolaan Surat Melalui Sistem SRIKANDI 

Sumber: Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 
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4.1.2 Pencatatan dan Pengarsipan Surat 

Pengelolaan surat di Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo dilaksanakan 

secara sistematis menggunakan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan 

Dinamis Terintegrasi). Aplikasi ini mendukung proses pencatatan hingga 

penyimpanan dokumen secara digital, yang bertujuan untuk menciptakan 

administrasi serta mendukung efisiensi kerja. 

Berikut adalah tahapan pencatatan dan pengarsipan surat yang dilakukan: 

1. Penerimaan Dokumen Surat 

Surat Masuk diterima oleh bagian administrasi dan diperiksa terlebih 

dahulu. Bila surat berbentuk fisik, dokumen tersebut dipindai agar bisa 

dimasukkan ke dalam sistem elektronik. 

2. Proses Pencatatan  

Data surat, baik yang masuk maupun keluar, dicatat dalam sistem dengan 

detail meliputi nomor surat, tanggal, tujuan atau pengirim isi pokok surat, 

serta unit kerja yang bersangkutan. Surat diklasifikasikan berdasarkan 

kategori jenis surat sesuai ketentuan klasifikasi arsip. 

3. Tahap Pengarsipan 

Setelah surat selesai diproses, sistem secara otomatis mengarsipkan 

dokumen tersebut secara digital. Surat fisik tetap disimpan secara manual 

pada tempat penyimpanan khusus yang telah diatur berdasarkan klasifikasi 

dan waktu penerimaan. 

4. Manajemen Arsip Aktif dan Inaktif  

Dokumen yang masih dibutuhkan secara rutin disimpan sebagai arsip aktif. 

Sementara itu, dokumen yang sudah jarang diakses namun masih bernilai 

simpan akan dipindahkan menjadi arsip inaktif. Pemisahan ini dilakukan 

secara berkala. 

5. Kontrol Akses dan Keamanan Arsip 

Penggunaan aplikasi SRIKANDI memberikan kontrol akses sesuai jabatan 

atau tugas pengguna. Ini menjaga agar hanya pegawai tertentu yang dapat 

mengakses surat sesuai dengan kewenangannya. 
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Gambar 4.4 Pencatatan dan Pengarsipan Surat 

Sumber: Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

 

4.2 Kegiatan Tambahan Selama Magang 

   Sub bab ini berisi tentang kegiatan tambahan yang dilakukan oleh mahasiswa 

di luar kegiatan yang berkaitan dengan judul laporan PKN yang ditulis. 

Berikut adalah deskripsi kegiatan tambahan yang dilakukan: 

4.2.1   Verifikasi Lapangan Terkait Penghibahan kepada Masyarakat 

   Salah satu tugas tambahan yang diberikan kepada penulis adalah melakukan 

pendampingan dalam proses verifikasi lapangan terkait aset yang akan 

dihibahkan kepada masyarakat. Proses ini merupakan bagian penting dalam 

memastikan bahwa aset yang akan diserahkan memang sesuai dengan ketentuan 

dan telah digunakan sebagaimana mestinya. 

 Kegiatan verifikasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi yang telah 

menerima bantuan atau pembangunan dari Dinas PUPRPKP, seperti saluran 

drainase, jalan lingkungan, atau sarana air bersih. Dalam pelaksanaannya, 

penulis bersama tim dari dinas mencocokkan data administrasi dengan kondisi 

fisik di lapangan. Selain itu, dilakukan pula dokumentasi sebagai bukti 

pendukung dalam laporan hibah. 
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Gambar 4.5 Verifikasi Lapangan Terkait Penghibahan kepada Masyarakat 

Sumber: Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

 

4.2.2   Mengelola Data Rasio Kepatuhan IMB 

Selama masa magang, penulis juga diberi tanggung jawab dalam membantu 

proses pengelolaan data rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Tugas ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban mengurus perizinan mendirikan 

bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kegiatan ini mencakup penginputan, pengklasifikasian, dan pembaruan 

data pemilik bangunan yang telah memiliki IMB serta yang belum mengurus 

izinnya. Data tersebut biasanya diperoleh dari laporan petugas lapangan atau 

hasil pengawasan langsung. Penulis membantu dalam menyusun data tersebut 

dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 

untuk memudahkan analisis. 

Dari tugas yang diberikan kepada penulis, penulis memahami pentingnya 

data rasio kepatuhan sebagai salah satu indikator kinerja bidang penataan 

bangunan. Data ini digunakan untuk menyusun laporan evaluasi serta sebagai 

dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan penindakan 

terhadap bangunan yang tidak memiliki izin. 
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Gambar 4.6 Data Rasio Kepatuhan IMB 

Sumber: Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

 

4.2.3   Editing Video Kegiatan 

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kota 

Probolinggo, penulis diberikan kesempatan  untuk turut serta dalam kegiatan 

dokumentasi visual, salah satunya adalah pengeditan video kegiatan. Tugas ini 

termasuk dalam bagian dokumentasi yang berperan penting dalam mendukung 

transparansi informasi dan publikasi kegiatan pemerintah daerah. 

Pengeditan video dilakukan terhadap beberapa kegiatan dinas, seperti 

monitoring lapangan, rapat koordinasi, serta pelaksanaan program pelayanan 

masyarakat. Penulis bertanggung jawab untuk menyusun hasil dokumentasi 

menjadi video yang informatif dan layak tayang di media sosial resmi dinas serta 

untuk keperluan arsip internal. Proses editing mencakup pemilahan klip, 

pemotongan bagian yang tidak diperlukan, penyesuaian audien, penambahan 

judul dan keterangan teks, serta penerapan transisi visual untuk meningkatkan 

kualitas tampilan.  

Dalam melaksanakan tugas ini, penulis menggunakan perangkat lunak 

pengeditan video capcut karena fitur-fiturnya yang cukup lengkap dan mudah 

dioperasikan. Selain itu, penulis juga mempelajari prinsip dasar komunikasi 

visual agar hasil video dapat menyampaikan pesan secara efektif  
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Gambar 4.7 Editing Video 

Sumber: Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

 

4.2.4   Inventaris Barang 

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, penulis terlibat dalam kegiatan 

inventarisasi barang yang dilaksanakan oleh bagian umumDinas PUPRPKP Kota 

Probolinggo. Kegiatan ini bertujuan untuk mencocokkan data fisik barang dengan 

daftar inventaris yang ada. Barang-barang seperti meja, kursi, computer, dan alat 

kerja lainnya diperiksa nomor inventaris, kondisi serta lokasinya. 

Inventarisasi barang umumnya dilakukan minimal seklai dalam setahun, 

tetapi beberapa instansi dapat melaksanakannya secara berkala, seperti semester 

atau triwulan, untuk memastikan data aset tetap akurat dan terkini. Hal ini penting 

untuk meminimalkan risiki kehilangan, kerusakan, atau penggunaan yang tidak 

sesuai, serta mendukung proses audit internal maupun eksternal. Kegiatan ini 

membantu pembaharuan data aset secara akurat dan tertib, yang mendukung 

transparansi dan akuntabilitas instansi sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Kementerian Keuangan RI, 2014)  
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Gambar 4.8 Inventaris pada Barang 

Sumber: Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo 

 

6.3 Identifikasi Permasalahan 

Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo, terdapat beberapa kendala 

utama yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja. Salah satu kendala 

tersebut adalah kurangnya kedisiplinan pegawai dalam manajemen sumber 

daya manusia. Meskipun jam masuk kerja yang ditetapkan adalah pukul 08.00 

WIB, namun pada kenyataannya masih ada beberapa pegawai belum 

sepenuhnya mematuhi mengenai jadwal tersebut. Hal ini mengakibatkan 

keterlambatan dalam memulai aktivitas kerja dan mengurangi waktu kerja yang 

efektif. 

Kendala lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakpatuhan pegawai 

terhadap jam istirahat dan makan siang. Beberapa pegawai memulai istirahat 

lebih awal dari waktu yang telah ditentukan dan meninggalkan kantor sebelum 

jam istirahat resmi dimulai. Situasi ini menyebabkan waktu tunggu masyarakat 

menjadi lebih lama dan berpotensi menurunkan kepuasan serta kepercayaan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan di kantor Dinas 

PUPRPKP Kota Probolinggo. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, pelaksanaan 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar melalui Sistem SRIKANDI di Kantor 

Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo telah menunjukkan perkembangan yang positif. 

Sistem ini mampu mendukung efisiensi dalam proses administrasi surat-menyurat 

secara digital, mulai dari pencatatan, disposisi, hingga pengarsipan. Meskipun 

demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterlambatan 

penginputan surat, kurangnya pemahaman teknis sebagian pegawai, serta belum 

optimalnya pengawasan tehadap pelaksanaan sistem. 

5.2 Saran  

Agar pengelolaan surat masuk dan surat keluar melalui Sistem SRIKANDI  

Di Kantor Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo dapat berjalan   lebih optimal, 

disarankan kepada pihak dinas untuk memperkuat pengawasan internal dengan 

menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan melakukan 

evaluasi rutin terhadap pelaksanaannya. Peningkatan kedisiplinan pegawai juga 

sangat penting, terutama dalam hal ketepatan waktu  penginputan dan ketelitian 

dalam proses administrasi surat. Dinas jugadapat menerapkan sistem reward and 

punishment untuk mendorong kepatuhan  serta meningkatkan kenirja. Selain itu, 

pelatihan berkala perlu diberikan kepada seluruh pegawai agar mereka memahami 

secara menyeluruh penggunaan sistem SRIKANDI dan mampu beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi informasi. Pembentukan tim pengendali atau 

monitoring khusus juga direkomendasikan untuk melakukan kontrol berkala, 

mencatat kendala yang terjadi, serta memberikan solusi tepat agar sistem dapat 

terus berjalan efektif dan efisien dalam mendukung tugas administrasi kantor di 

Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Pendukung Laporan Akhir PKN  
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Lampiran 2. Surat Keterangan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Jadwal pelaksanaan (Logbook) tugas Praktik di obyek PKN (Lampiran 

XXX). 
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Lampiran 4. Nilai Praktik Kerja Nyata dan Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas 

Akhir 

Nilai Praktik Kerja Nyata 
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Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
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